
BUPATI PULANG PISAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 
2 6 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

BUPATI PULANG PISAU, 

a . bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 dan guna ketertiban administrasi 
dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 
2021 di Kabupaten Pulang Pisau, maka Peraturan 
Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 perlu diubah/ disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pan.demi Corona Virus 
Disease 2019 (CO VID-1 9) dan / a tau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan 
untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi 
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), 
peru bah.an alokasi, dan penggunaan APBD; 

c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegfatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang 
Dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19), Pera tu ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 



t ngingat 

Penanganan Corona Virus Disease 20 19 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah, maka perlu dilakaukan penyesuaian 
Program/Kegiatan dan Recofusing Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Ta.bun 
Anggaran 2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud, pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
m netapl an Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang 
P rubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 
26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
P ndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Ta.bun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, l abupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
I abupaten Sarita Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Ta.bun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Ta.bun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 21); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Ta.bun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tnhun 2014 ,,.ntrmg l',·m,•rmtnhnn 
Dnernh (Lcmlmron Negara f~t!pu blik lndont!sin 
Tnhun 2015 Nomor 58, 1'Ambahfln Lcmbnran Neg,'lrn 
I~ publik Indonesia Nomor 5679); 

8. Unclnng Undang Nomor I I Tahun 2020 trnt11ng 
Cipta I rJa (I ·mbaran Negara Rcpuhlik lndon,; i;i 
Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan L<:rnbaran 
Nrgaro I< ·publik Indonesia Nomor 6573), 

9. Pcraturan Pemcrintah Nomor I 09 Tahun 2000 
lcntang Kedudukan Keuangan K palA Dacrnh dan 
Wak1l I< paJa Daerah (Lembaran Negara Rc-publik 
lndon sia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraluran Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan La)'anan 
Umum (Lembaran Negara Republik lndonc ia 
Tahun 2005 Nomor 481 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebaga1mana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pcraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t ntang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rcpub1ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Kcuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Repubhk Jndones1a Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republil< Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pcmerinlah Nomor 
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tah un 2009 
tentang Banluan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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15. P1·1c1turnn P m,·rrntnh Nomor 18 TRhun 2017 
t<•ntnng 1111I\ l{t·wmg,in Dt:m Aclminifftratif 
l'impi11rin Dnn Anrgr>ln I ,-w:in Pt•rwakilan Rakyat 
Dru•111h (I.A·1nl,urn11 Nt'gnrn l~c•puhlik Indonesia 
1'11hu n ?.O 17 Nr,rnor I 0(,, Trim lmhan Lembarnn 
N, g11111 h',·pu hlil< l11doiwui11 Nomor 60'>7); 

I,. l 1c·111111rr111 l'nni•rrntfJlr Nom()I '31 1::thun 2018 
t1•nl11111 I 1, l11lu 111111011 ·111gn rlnn Wcwenang 
Cltllwt 1111r ~:kl,11~11i W;ikfl l't·mcrintr.1h Pu sat 
(I ·1111>n11111 N,•gr1111 lfrpuhllk lndQn<·sw Tahun 2018 
Nolllor I 09, Tr1rnbnlrnn I..A·mlmrnn Ntgarn Repuhhk 
I rirlo111"ti11 Nomor f,2?.'l}, 

17. Pt·rntt11t111 f"<•m 1111tnh Nomor 12 Tahun 2019 
t,·ntung Pengdolrnin l<c•wmgan Daerah (Lcmbaran 
Nt•gnt,1 l?t•publil< lndoneRiu Tahun 2019 Nomor 42, 
Tnmbulir111 l,rmlmrnn Nc.-g;ira P puhlik Indonesia 
Nom01 6322) 1 

18. P<•rnturnn P•mt:1ti11tnh Nomor 13 Tahun 2019 
t ·ntong Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
P m ~rintah Da"rah (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
20 l ltentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kellina Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Santuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1560); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 Ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
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26. lnstruk8i Pn•Hicl •n l~<•p ttbHI< lriclon Hin Nomor 4 
'rHhun 2020 t •n long N :1for11.<:;i1tg l{cKiHtn 11 lk: tloknui 
Anp;gnrf\n scrln I ngo.clB.ftn 13nrong IJnn J f..H:JH cliilum 
rnngkn pcrc ·palan P nangnnan Corona Vi, un 
Dis ns 20 19 (COVID- 19); 

27. P raluran DA rah l(nbupat n Pulang Pi8au Nomor 
16 Tahun 2007 l •ntang Pokol<-pol<ok P ngclolaan 
I euangan Dacrah (Lembaran Dflerah Kabupalcn 
Pulang Pisau Tah un 2007 Nomor O 16); 

28. Peraluran Daerah Kabupal n Pulang Pisau Nomor 4 
Tahun 2016 lcntang Pembenrlukan dan Swwnan 
Perangkal Daerah kabupalcn Pulang Pisau 
(Lembaaran Dacrah Kabupatcn Pulang Pisau Lahun 
2016 Nomor 04) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupalen PuJang Pisau Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Oaerah Kabupaten Pulang Pisau 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupalen 
Pulang Pisau Tahun 20 19 Nomor 02) ; 

30. Peraturan Oaerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 012) ; 

3 1. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 
2020 lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pu]ang 
Pisau Tahun 2020 Nomor 026) . 
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MEMUTUSKAN 

Men tapkan PERUBAI IAN ATAS PERATURAN BUPATl NOMOR 
26 T 1 IUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PEND P T N DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

N G I N 202 l . 

Pasal l 

Beb rapa k tentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Nomor 26 Tahun 2020 
~ ntang P njabaran nggaran P ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pulang Pi au Tahun nggaran 202 1 (Serita Daerah Kabupaten Pulang Pisau 
Tahun 2020 Nomor 026) diubah sebagai berikut : 

1. Iretentuan Pa al 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal II 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula 
sebesar Rp. 982.946.275.185,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar 
sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu 
seratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.136.579.827,83 
(enam milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan 
ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) 
sehingga menjadi Rp. 989.082.855.012,83 (sembilan ratus delapan puluh 
sembilan milyar delapan puluh dua ju ta delapan ratus lima puluh lima ribu 
dua belas rupiah koma delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai 
berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a . Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan daerah 
setelah peru bahan 

2. Belanja daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

6 

Rp 942.946.275.185,00 

( Rp 15.557.436.900,00) 

Rp 927 .388.838.285,00 

Rp 982.946.275.185,00 

Rp 6.136.579.827,83 

Rp 989.082.855.012,83 



3. Pem biayaan daerah 

a. Penerimaan pem biayaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

J umlah penerimaan pembiayaan 
setelah peru bahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah peru bah an 
Jumlah pembiayaan neto 
setelah peru bah an 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah peru bahan 

Rp 43.000.000.000,00 

Rp 2 1.694.016. 727,83 

Rp 64.694.016.727,83 

Rp 3.000.000.000 ,00 

Ro 0,00 

Rp 3.000.000 .000,00 

Rp 61.694.0 16. 727,83 

Rp 0,00 

Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, tercan tum dalam Larnpiran yang meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari: 

L Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran Perubahan 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
RincianObjek, Pendapatan, 
Pembiayaan ; 

APBD 
Jenis, 
Belanja, 

Yang 
Objek, 

dan 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau ini mulai berlaku pada Tanggal 
diundangkan. 
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